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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan 

masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem 

penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan 

masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. 

Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan 

pelayanan publik lebih tepat sasaran. 

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka 

disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini 

memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam 

penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. 

Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 

(sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta 

konsultasi pengaduan. 

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kantor Kecamatan Mendawai 

sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu 

diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik 

terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB 

No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil 

SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. 

Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat 

masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif. 

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi 

penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas 

pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan 

dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi. 
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1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat 

● Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

● Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

● Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan 

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu 

dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Kantor Kecamatan Mendawai. 

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah : 

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja 

penyelenggara pelayanan;  

2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik; 

3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik; 

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 

yang diberikan. 

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:   

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam 

penyelenggara pelayanan publik;  

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit 

pelayanan publik secara periodik;  

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang 

perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;  

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil 

pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah; 

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup 

Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;  

6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan. 
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BAB II 

PENGUMPULAN DATA SKM 

 

2.1 Pelaksana SKM 

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Kantor Kecamatan 

Mendawai dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim 

pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kantor Kecamatan Mendawai adalah tim 

yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 

(sebagaimana terlampir).  

2.2 Metode Pengumpulan Data 

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan metode online 

melalui aplikasi elektronik Survei Kepuasan Masyarakat (e-SKM) yang disebarkan kepada 

pengguna layanan. Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan pengguna layanan akan 

mengisi Kuesioner elektronik yang linknya disebarkan melalui WhatApp pengguna. Kuesioner 

layanan terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB 

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Kantor 

Kecamatan Mendawai. 

1. Persyaratan :  Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan 

suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang 

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil 

pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis 

pelayanan. 
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6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus 

dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman 

7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan 

pelayanan. 

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan 

masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai 

alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, 

proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan 

prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). 

2.3 Lokasi Pengumpulan Data 

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan Kantor Kecamatan Mendawai pada 

waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh 

responden sebagai penerima layanan melalui link elektronik Survei Kepuasan Masyarakat  (e-

SKM) dan hasilnya diolah melalui aplikasi e-SKM. Dengan cara ini penerima layanan aktif 

melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan. 

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM 

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu 17 Juni 2025 s/d 15 November 2025. 

Namun dalam pelaksanaanya jumlah responden sudah memenuhi dalam waktu batas waktu 

survei berakhir maka servei tersebut ditutup. 

2.5 Penentuan Jumlah Responden 

Dalam penentuan responden, jika dilihat dari jumlah penerima pelayanan pada periode 

sebelumnya tahun 2024 jumlah populasi  penerima layanan pada pada Kantor Kecamatan 

Mendawai adalah sebanyak 128 orang.  Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap 

jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and 

Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang 

harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 122 orang. 
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BAB III 

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM 

 

1.1 Jumlah Responden SKM 

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang 

diperoleh yaitu 122 orang responden, dengan rincian sebagai berikut : 

No KARAKTERISTIK INDIKATOR JUMLAH PERSENTASE 

1 JENIS KELAMIN LAKI 
66 54.10% 

    PEREMPUAN 
56 45.90% 

        

2 PENDIDIKAN SD KE BAWAH 
25 20.49% 

    SLTP 
20 16.39% 

    SLTA 
56 45.90% 

    DIII 
0 0.00% 

    SI 
15 12.30% 

    S2 
0 0.00% 

      
4 3.28% 

3 PEKERJAAN  
PNS 14 11.48% 

    
PPPK 13 10.66% 

    
TNI/POLRI 2 1.64% 

    
Swasta 11 9.02% 

    
Wirausaha 7 5.74% 

    

Pelajar/Mahasisw

a 13 10.66% 

  
Freelancer 0 0.00% 
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Petani/Nelayan 14 11.48% 

  

Ibu Rumah 

Tangga 22 18.03% 

  
Perangkat Desa 13 10.66% 

  
Pensiunan 1 0.82% 

  
   

  
Tidak Bekerja 3 2.46% 

  
Lainnya 9 7.38% 

4 

Jenis Layanan yang 

diterima Jumlah 

Persent

ase Jenis Layanan 

  

Surat Keterangan 

tidak berdomisili 

lagi di kecamatan 4 3.28% 

  

Layanan Fasilitas 

bantuan 

Sosial/Kebencana

an 4 3.28% 

  

Surat Keterangan 

Tanah/Rumah 

tidak pernah 

Sengketa 0 0.00% 

  

Layanan Izin 

Bangunan 0 0.00% 

  

Rekomendasi 

Surat Keterangan 

Tidak Mampu 40 32.79% 

  

Rekomendasi 

ADD 7 5.74% 

  

Layanan 

Pendampingan 
3 2.46% 
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Pihak Ketiga 

(RMU) 

  

Pembuatan surat 

Kematian 1 0.82% 

  

Pembuatan Surat 

Keterangan Ahli 

Waris 2 1.64% 

  

Pelayanan 

Administrasi 

Kependudukan 55 45.08% 

  

Surat 

Rekomendasi 

Penggantian Antar 

Waktu Anggota 

BPD 5 4.10% 

  

Surat Keterangan 

Beda Nama 1 0.82% 

         

 

1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan) 

 Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh 

hasil sebagai berikut : 

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur 

 Nilai Unsur Pelayanan 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

IKM per unsur 3,38 3,37 3,37 3,39 3,37 3,38 3,36 3,37 3,38 

Kategori B B B B B B B B B 

IKM Unit 

Layanan 
84,25(B Baik) 
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Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur 
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BAB IV 

ANALISIS HASIL SKM 

 

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan 

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :  

1. Terdapat 1 unsur terendah perilaku pelaksana 3.36 .  

2. Sedangkan nilai tertinggi yaitu Biaya/tarif mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 

3,39. 

Adapun kondisi permasalahan kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

“Tidak semua penerima layanan memahami pelayanan atau belum terbiasa mengunakan e-

SKM . 

4.2 Rencana Tindak Lanjut 

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun 

pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini  

dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan 

dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.  

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan bersama Tim Pelaksana 

Survei Kepuasan Masyarakat pada Kantor Kantor Kecamatan Mendawai. Penentuan 

perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 

12 bulan).  

No. 
Prioritas  

Unsur 
Program / Kegiatan 

Waktu 
Penanggung  

Jawab 

TW I TW II  

1 Perilaku 

Pelaksana  

Memberikan pelatihan 

khusus terkait service 

excellent 

√  Bagian Umum dan 

kepeawaian 
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4.3 Tren Nilai SKM 

 Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat 

perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan 

survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk 

melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan 

pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan 

publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari 

penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Kantor 

Kecamatan Mendawai dapat dilihat melalui grafik berikut : 

Gambar  4.1 Tren Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja 

penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2024 nilai indeks 83,75 (baik) dan tahun 2025 

nilai indeks 84,25 (baik) pada Kantor Kecamatan Mendawai.

TAHUN 2024, 83.75 TAHUN 2025, 84.25
75

80

85

90

95

100

NILAI IKM

A
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BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Suruei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu tahun dapat

disimpulkan sebagai berikut:

r Pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Mendawai secara umum

mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilaiSKM U,25.

r Unsur pelayanan yang termasuk unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan

yaitu perilaku pelaksana.

o Sedangkan satu unsur layanan dengan nilaitertinggi yattu Biaya/tarif 3,39.

November 2025

,M.IP
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Ｌ
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LAMPIRAN 

1. Publikasi 
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2. Kuesioner  
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3. Hasil Olah Data SKM 
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4. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan e-SKM  (Foto-Foto Pelaksanaan e-SKM) 
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5.LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN 

MASYARAKAT TAHUN SEBELUMNYA 

 

LAPORAN 

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) 

TAHUN 2024 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Dalam  pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi 

dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan 

pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan 

pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab 

khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.  

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional  telah 

merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan 

publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen 

tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan 

pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong 

partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja 

penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi 

lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur 

kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk 

mencapai berbagai tujuan tersebut, maka perlu menyusun rencana tindak lanjut dan 

laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan  

agar proses continuous improvement dalam proses layanan publik dapat dipastikan 

dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik. 
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BAB II 

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT 

 Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Kantor Kecamatan Mendawai periode 2024 

menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat 

terlihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode 2024 

No Unsur IKM Mutu Layanan 

1 Persyaratan 3,22 B 

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3,22 B 

3 Waktu Penyelesaian 3,13 B 

4 Biaya/Tarif 3,85 B 

5 Produk, Spesifikasi, dan Jenis 

Pelayanan 

3,13 B 

6 Kompetensi Pelaksana 3,24 B 

7 Perilaku Pelaksana 3,43 B 

8 Penanganan Pengaduan, Saran, 

dan Masukan 

3,11 B 

9 Sarana dan Prasarana 3,76 B 

 

 Pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan 

karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah 

rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan 

rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu 

disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai  
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terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel 

di bawah ini: 

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM   

N

o 
Prioritas Unsur 

Program/ 

Kegiatan 

Waktu 
Penanggung 

Jawab 

TW 1 TW 2  

1 Waktu 

Penyelesaian 

Evaluasi dan Penyusunan 

ulang SOP waktu layanan.  

 

 

 

√ 

 

 

 

 

Bidang 

Pelayanan  

2 Produk, 

Spesifikasi, dan 

Jenis Pelayanan 

Pembaharuan dan 

informasi layanan melalui 

website,brosur dan media 

sosial. 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

Bidang 

Pelayanan  

3 Penanganan 

Pengaduan, 

Saran, dan 

Masukan 

Optimalkan kanal 

pengaduan (kotak 

saran,whatsApp. 

 

√ 

 Bidang 

Pelayanan  

 

 

 

 

 

 

 



BAB:V

KES:MIPULAN

BedasaRan data―dda dalam pelaksanaan tindak lattut tetteb曖 ,Kantor Kα》amatan

Mendawai biah menindaklaniuti rencanatindak laniut atas has‖ suⅣeikepuasan masyarakat

periode sebeiuim‐nya.sebanyak 85% (pnesentasi dih‖ ung da百 口ealisasi tindak lanjul崎 urn:ah

rencana tidak:a可 償X100%).

Mendalwial,03 Novernber 2025

.STP。 ,M.IP

121001
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BAB III 

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT 

 

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

No Rencana Tindak Lanjut Apakah RTL Telah 

Ditindaklanjuti 

(Sudah/Belum) 

Deskripsi Tindak 

Lanjut (Mohon 

Dijabarkan) 

Dokumentasi 

Kegiatan 

Tantangan/Hambatan 

1   Evaluasi dan Penyusunan  

ulang SOP waktu layanan. 

Sudah Kegiatan ini 

bertujuan untuk 

meninjau kembali 

seluruh prosedur 

pelayanan yang 

ada guna 

memastikan 

bahwa waktu 

penyelesaian 

layanan sesuai 

dengan standar 

yang telah 

ditetapkan dengan 

 

 

Durasi pada SOP 

cukup singkat namun 

tidak semua layanan 

berbasis elektronik. 
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menyusun ulang 

SOP dengan 

mempertimbanga

n efisiensi waktu 

tanpa mengurangi 

layanan,(Revisi 

SOP tanggal 02 

Juni 2025). 

2 Pembaharuan dan informasi 

layanan melalui media sosial. 

sudah Langkah ini 

dilakukan untuk 

memastikan 

masyarakat 

mendapatkan 

informasi yang 

jelas,lengkap, dan 

mudah diakses 

tentang produk 

atau layanan yang 

disediakan 

instansi.(Mulai 21 

November 2024). 

 

- Keterbatasan 

sumber daya( SDM 

dan anggaran) . 

- Tidak semua 

masyarakat memiliki 

akses terhadap 

digital. 
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3 Optimalkan kanal pengaduan 

(kotak saran,whatsApp. 

Proses Kegiatan ini 

bertujuan 

memperbaiki 

sistim 

pengelolaan 

pengaduan agar 

lebih cepat, 

trsanparan, dan 

responsif 

terhadap aspirasi 

masyarakat. 

 - Rendahnya 

kesadaran 

masyarakat untuk 

menfaatkan kanal 

pengaduan resmi. 

- Kurangnya 

mekanisme umpan 

balik yang efektif 

kepada masyarakat 

atas hasil 

penanganan 

.pengaduan 



 

 

 
 P E M E R I N T A H  K A B U P A T E N  K A T I N G A N  

K E C A M A T A N  M E N D A W A I  
A l a m a t  :  J a l a n  D a h a l i  N o m o r  8 4  K o d e P o s 7 4 4 6 4  

E m a i l  : k e c m a n d a w a i @ g m a i l . c o m  
 

KEPUTUSAN CAMAT MENDAWAI KABUPATEN KATINGAN 
NOMOR: 800.1.5.3/09/KPTS-MDW/III/2025 

 

TENTANG 
 

TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 
PADA KANTOR KECAMATAN MENDAWAI KABUPATEN KATINGAN 

 

 KECAMATAN MENDAWAI KABUPATEN KATINGAN, 
  

Menimbang :  a. bahwa untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan yang diberikan pada Kantor 
Kecamatan Mendawai, perlu melaksanakan Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala; 

b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 
kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Kantor 

Kecamatan Mendawai, perlu menetapkan Tim Survei 
Kepuasan Masyarakat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan 
Surat Keputusan Camat Mendawai Kabupaten Katingan 

tentang Tim Survei Kepuasan Masyarakat pada Kantor 
Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten 

Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten 
Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi 
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik  Indonesia Nomor 4180); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 



 

 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 
 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 
Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 708); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76); 

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang 
Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkup 
Instansi Pemerintah; 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  :  KEPUTUSAN CAMAT MENDAWAI TENTANG TIM SURVEI 

KEPUASAN MASYARAKAT PADA KANTOR KECAMATAN 
MENDAWAI KABUPATEN KATINGAN. 

 

KESATU :  Menetapkan Tim Survei Kepuasan Masyarakat pada Kantor 

Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan dengan susunan 
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Keputusan ini;   

KEDUA  : Tim Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada diktum KESATU mempunyai tugas: 

a. Merencanakan dan mempersiapkan penyelenggaraan 
kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat pada Kantor 
Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan; 

b. Melaksanakan survei sesuai dengan rencana yang telah 
disusun; 

 



KETIGA

KEEMPAT

c.Menginおrnlasik賀l kepada КSIЮnden mengend tuguan
dan lnanfaat survei,se■ia■lengarahkan reSponden unむ ュlk

menjd hlesbner meld亘 aplttasi c―SKM:
d.MengamdidS dam untuk mengetahui inJ【 at kepuattm
masyarakat terh“ap bettaga as"k pelaylman;
e.Merumuskan鷲 ,ncana dndak la■ ut berdattrlan hasil
survei unttk merL油 LJくattan kualiLS pelayanan puuik;
l Menyusun Lapor額 l SurVei Kepuasan Masy〔 rakat dan
瞭apOran Hasil Tindak Lal■ ut Pelaksanaan Sunrel
Kepuasan Miasyarakat Kantor Kecalmatan iMlenda,wali
Kabupaten Kadngan.

Segda biaya yang dmbul akibat d“etapkannya keputusan i通

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Bela■ ia Dacrah
Kabupaten Katngan melalui DPn Kantor Kecttnatan
Mendawai Kabupaten Katingan Tahun Angga喪 遷■2025;

Kepulusan ini m」ai berlaku pada tanl落虚 atetapkan,
dengan ketentuan apab壼 a di kemudian h轟  掟rdapat
kekelman dalalm pe“tapannya,akan diubah dan diperbai腱
sebagaimana mesttnya.

Ditetapkan di Mendawai
pada tanggal Maret 2A25

S.STP.,鰻.:P

.b

2004121001

Tembusan:
1. Bupati Katingan di Kasongan;
2. Wakil Bupati Katingan di Kasongan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten l(atingan di Kasongan:

u.p. Kepala Bagian Hukum;
4.Inspekhrr Kahnrpaten Katingan di Kasongan-

Ｌ
　
★



 

 

LAMPIRAN 
KEPUTUSAN CAMAT MENDAWAI  

NOMOR 800.1.5.3/22/KPTS-MDW/X/2025 
TENTANG 

TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 
PADA KANTOR KECAMATAN MENDAWAI 
KABUPATEN KATINGAN 

 
 

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 

PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN 
 

NO 
NAMA/PANGKAT/GOLONGAN/ 

NIP/JABATAN POKOK 
JABATAN DALAM TIM 

1. Camat Mendawai 
 
 

Pengarah 

2. Sekretaris Kecamatan Mendawai 

 
 

Ketua 

3. Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduaan 
 

Sekretaris 

4. Hamsanudin,S.Pd.I 
Penata TK.I (III/d) 

NIP 19850606 201001 1 002 
 

Anggota 

5. Ragif Ashfihani,S.M 
Penata (III/c) 
NIP 19811025 201001 1 008 

Anggota 

6. Trisnawatie, S.H 
Penata (III/c) 
NIP 19790220 200701 2 011 
 

Anggota 

7. Agus Panipasma 

Pengatur TK.I (II/d) 
NIP 19680902 200906 1 003 
 

Anggota Sekretariat 

8. Suroyo Siswo Raharjo,S.I.P 
Pengatur TK.I (II/d) 

NIP 19781215 201001 1 014 
 

Anggota Sekretariat 

9. Rahmat Hidayat 

Pengatur TK.I (II/d) 
NIP 19791224 200701 1 016 
 

Anggota Sekretariat 

10. Tomy Sasmita 

Pengatur TK.I (II/d) 
NIP 19821025 201212 1 001 

Anggota Sekretariat 

 
 
 

 

11. Ariyanti 

Pengatur TK.I (II/d) 
NIP 19850725 201212 2 004 

Anggota Sekretariat 

 
 

 
 



12. Misw籠lto
Pengatur Muda TK,I(I1/b)
NIP 19700205 201212 1 001

Anggota Sekretariat

13. ALAnlinullah,SI.P
CPNS,II1/a
NIP 19970928 202504 1 001

Anggota Sekretariat

14. R勉魚i Tauttk Nur Saputra,S.E
CPNS,II1/a
NIP 20000622 202504 1 001

Anggota Sekretariat

■に
■0. Maya Indriyany wulandari,S. M

Golongan V
NIP 19960603 20252t 2 008

Anggota Sekretariat

16. Nolほta San
Golongall V
INIP 19941124 202521 2 009

Anggota Sekretariat

17. Saperan
0010ngaFl V
]NIP 19800910 202521 1 007

Anggota Sekretariat

18. Yogi Alfajar
Golongan Y
NIP 20011015 2A25Al 1 009

Anggota Sekretariat

19 SafHl Fauzi
Oolong鐵lV
NIP 20000406 202521 1 008

Anggota Sekretariat

．Ｌ
　
★ SiSTP"閣 .:P

.b

2004121001
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